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Prolog

Proxy War dan Kontestasi 
Negara-negara Timur Tengah

 Smith Alhadar

	Timur Tengah adalah kawasan paling vital di dunia disebabkan 
posisinya sebagai pemasok energi terbesar di dunia. Dari negara-
negara Teluk saja kawasan ini memasok 20% energi dunia. Timur 
Tengah juga merupakan pembeli senjata terbesar di dunia. Ditambah 
konflik Arab-Israel berusia tujuh dekade yang sewaktu-waktu dapat 
pecah menjadi konflik militer terbuka di antara mereka, membuat 
Timur Tengah menjadi sasaran perebutan pengaruh negara-negara 
besar. Tetapi, di antara negara-negara Timur Tengah sendiri terjadi 
persaingan ketat untuk memperebutkan sumber ekonomi, pengaruh 
politik, dan supremasi militer dengan mengandalkan dukungan 
negara-negara besar. Saat ini ada tiga kubu yang bersaing ketat. 
Pertama, Poros Perlawanan yang terdiri dari Iran, Irak, Suriah, dan 
Hezbollah-Lebanon. Mereka juga bisa disebut sebagai kubu Syiah, 
karena mayoritas penduduknya beraliran Islam Syiah. Sampai tingkat 
tertentu mereka didukung Rusia dan Cina. 

	Kedua, Poros Kontra-Revolusi yang terdiri dari Arab Saudi, 
Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, dan Mesir. Mereka didukung AS 
dan Israel. Selama The Arab Spring pada 2011, Poros ini mendukung 
status quo, terutama penentangan mereka terhadap Islam politik, 
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dalam hal ini Ikhwanul Muslimin khususnya. Ketiga, Poros Pro-
Perubahan yang terdiri dari Turki dan Qatar. Selama The Arab Spring 
mereka mendukung perubahan rezim dengan menjadikan Ikhwanul 
Muslimin sebagai motor. Ketiga Poros ini terlibat dalam perang proksi 
dan bersaing untuk mendapatkan supremasi politik dan militer di 
kawasan. 

	Sejak awal The Arab Spring di Suriah, tiga poros di atas telah 
ikut campur dalam perang saudara di sana. Iran mengirim tentara dan 
milisi Syiah ke sana untuk menyokong rezim Presiden Bashar al-Assad. 
Hezbollah yang dibentuk dan disokong Iran ikut mengirim pasukannya 
untuk berperang di sisi rezim untuk menghadapi kekuatan-kekuatan 
Islam radikal yang disokong Poros Kontra-Revolusi. Poros Pro-
Perubahan juga membentuk proksi di sana untuk melawan rezim al-
Assad. Milisi yang didukung merupakan kelompok nasionalis dan pro-
Turki. 

	Sejak Rusia masuk pada 2015, keseimbangan kekuatan di 
Suriah berubah. Kini rezim Assad telah menguasai sebagian besar 
wilayah Suriah. Ia tinggal menghadap pemberontak di Provinsi Idlib di 
barat laut Suriah yang dihuni milisi Islam radikal dan milisi pro-Turki. 
Wilayah yang membentang dari Suriah utara sampai timur laut masih 
dikuasai milisi Kurdi dukungan AS. Namun, Unit Perlindungan Rakyat 
(YPG)—milisi Kurdi yang dibentuk dan dilatih AS—tidak berperang 
dengan rezim al-Assad. Mereka hanya ingin rezim memberlakukan 
otonomi di wilayah Kurdi. 

	Kendati ingin melihat rezim al-Assad jatuh, selama perang 
proksi, Washington lebih fokus pada perang melawan Negara Islam 
di Irak dan Suriah (ISIS). Pada akhir 2018 ISIS dinyatakan telah kalah 
baik di Irak maupun Suriah, namun AS masih menyisakan 2.000 
personel militer di Suriah untuk memastikan ISIS tidak bangkit lagi, 
membantu Kurdi mendapatkan otonomi dari rezim Assad, dan sebagai 
kartu tawar untuk mengenyahkan militer Iran dari Suriah. Penarikan 
tentara AS dari Suriah dijadikan syarat bagi dihalaunya Hezbollah dan 
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tentara Iran dari negara itu. Sementara sejak Iran bercokol di Suriah, 
Israel telah melancarkan operasi militer di negara itu, terutama Israel 
menyasar target-target militer Iran dan Hezbollah. Operasi Israel ini 
bisa dipahami mengingat Iran, Suriah, dan Lebanon adalah musuh 
bebuyutan Israel. Iran bahkan mengancam akan menggusur Israel 
hingga ke laut. Sementara Suriah dan Lebanon belum berdamai 
dengan Israel. 

	Untuk mencari solusi bagi perang proksi di Suriah, Turki-
Rusia-Iran membentuk Poros Astana guna mengakhiri perang dan 
membentuk negara Suriah baru yang bersahabat dengan mereka 
meskipun ketiga negara ini memiliki tujuan berbeda di Suriah. 
Rusia ingin mempertahankan pangkalan angkatan lautnya di Tartus 
dan pangkalan udara di Khmeimim untuk menjaga kepentingannya 
di Timur Tengah. Turki ingin terbentuknya rezim baru di Suriah 
yang lebih demokratis dan menjaga kepentingan Turki di sana. 
Sebelumnya, rezim Assad mendukung Partai Pekerja Kurdistan (PKK) 
yang mengangkat senjata melawan Ankara sejak 1984. Iran ingin 
membangun jalan tol dari Teheran ke Beirut melalui Baghdad dan 
Damaskus untuk keperluan membangun bulan sabit Syiah di kawasan, 
sekaligus mengendalikan Israel. 

	Sementara itu, sejak Maret 2015, Poros Kontrarevolusi 
melancarkan perang di Yaman melawan milisi Houthi dukungan Iran. 
Houthi yang menganut Syiah mengendalikan wilayah Yaman utara. 
Pada awalnya Poros Kontrarevolusi berhasil memobilisasi 10 negara 
Arab untuk ikut berperang di Yaman. Tetapi, seiring perjalanan waktu, 
tinggal Arab Saudi dan UEA yang bertahan. Mundurnya sekian banyak 
negara disebabkan perang ini tidak populer di kalangan masyarakat 
Arab. Akibat perang, masyarakat di negara Arab termiskin di dunia 
ini mengalami kehancuran infrastruktur vital, kematian puluhan ribu 
rakyat sipil, kelaparan 18 juta dari total 26 juta penduduk, dan satu 
juta lainnya terserang penyakit kolera. 

Prolog: Proxy War dan Kontestasi Negara-negara Timur Tengah
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	Kendati bersekutu, Saudi dan UEA punya tujuan berbeda di 
Yaman. Saudi ingin sekadar mengamankan halaman belakangnya 
dari pengaruh Iran, sementara UEA ingin mengontrol Kota Aden 
dan Selat Bab el-Mandeb, tempat lalu-lalang puluhan tanker yang 
mengangkut minyak dari Teluk ke Afrika, Eropa, dan AS. Iran sendiri 
menginginkan Saudi menguras energinya dan terperangkap dalam 
perang itu sehingga lalai terhadap manuver Iran di kawasan. Dalam 
perkembangannya, perang ini cenderung menguntungkan Iran dan 
UEA. AS, Inggris, dan Prancis yang memasok senjata ke Saudi—dan 
khususnya AS membantu logistik dan data intelijen—mendapat 
penentangan yang makin keras dari publik mereka. UEA berhasil 
membentuk Dewan Transisi Selatan, kelompok separatis yang ingin 
memisahkan diri dari Yaman utara, kini berkuasa di Yaman Selatan 
setelah menggulingkan pasukan pemerintah di bawah Presiden Abdu 
Rabbuh Manour Hadi dukungan Saudi. Dengan menguasai Yaman 
saelatan berarti menguasai Pelabuhan Aden dan Bab el-Mandeb. 

	Kemudian, krisis Teluk pecah pada Juni 2017. Saudi, UEA, 
Bahrain, dan Mesir menerapkan blokade ke semua moda transportasi 
Qatar. Tujuannya membuat Qatar bertekuk lulut dan mengubah 
politik luar negerinya yang independen. Mereka menuduh Qatar 
mendukung terorisme, campur tangan dalam urusan internal mereka, 
dan bersahabat dengan Iran. Sebagai syarat pencabutan sanksi, Qatar 
harus memenuhi 13 tuntutan mereka, di antaranya, menutup jaringan 
televisi Al-Jazeera yang paling banyak ditonton masyarakat Arab, 
mengusir tentara Turki dari pangkalan al-Udaid, berhenti mendukung 
teroris, dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. 

	Tentu saja Qatar tidak mendukung teroris, yang didukungnya 
adalah Ikhwanul Muslimin yang di sejumlah negara Arab seperti 
Yordania, Libya, dan Yaman merupakan partai yang sah. Memang 
Qatar behubungan dengan Iran, tetapi ini lebih pada upayanya 
menjaga kepentingan nasionalnya. Qatar dan Iran membagi ladang gas 
bersama di Teluk sehingga mengharuskannya bekerja sama dengan 
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negara mullah itu. Pangkalan al-Udaid di Qatar memang menampung 
sekitar 1.000 tentara Turki, tapi ia lebih banyak menampung tentara 
AS, yakni tak kurang dari 10.000 personel. Banyak negara, termasuk 
AS, telah berusaha membujuk Saudi dan kawan-kawannya untuk 
mencabut blokade terhadap Qatar. Namun, sejauh ini tidak berhasil. 
Bagaimanapun, bukannya menyerah kepada musuh-musuhnya, Qatar 
malah memperkuat hubungannya dengan Iran dan Turki karena harus 
menggunakan wilayah udara Iran untuk memungkinkan Qatar dapat 
menerbangkan pesawat-pesawat sipilnya dan mendapat pasokan 
pangan dari kedua negara itu yang sebelumnya diimpor Qatar melalui 
Arab Saudi. Sedangkan adanya pasukan Turki di Qatar diharapkan 
menjadi faktor pencegah serbuan Saudi dan kawan-kawannya. 

	Hubungan Iran-AS memburuk sejak AS secara sepihak 
menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau 
kesepakatan nuklir Iran yang diikuti serangkaian sanksi politik dan 
ekonomi yang sangat berat. Tujuannya menjatuhkan rezim mullah 
Iran atau paling tidak Iran bersedia merundingkan ulang JCPOA. 
Presiden AS Donald Trump menganggap kesepakatan itu cacat karena 
tidak mencakup pembatasan program rudal balistik Iran dan perangai 
Iran di kawasan. Poros Kontrarevolusi mendukung posisi AS, Poros 
Perlawanan menentang, dan Poros Pro-Perubahan mengambil sikap 
netral. 

	Penandatangan JCPOA lain—Rusia, Cina, Inggris, Prancis, 
dan Jerman—tidak mendukung sikap AS dan berpegang teguh pada 
kesepakan yang dianggap telah berhasil mengekang program nuklir 
Iran. Namun, bisa jadi Inggris, Prancis, dan Jerman berubah sikap kalau 
Iran terus mengurangi komitmennya pada JCPOA. Sebagaimana kita 
ketahui, hari-hari ini Iran meningkatkan pengayaan uranium hingga 
melebihi aras 3,67% dan meningkatkan stok uranium yang sudah 
diperkaya melebihi 300 kg sesuai JCPOA. Tujuannya meningkatkan 
tekanan pada Inggris, Prancis, dan Jerman agar membeli minyak Iran. 

Prolog: Proxy War dan Kontestasi Negara-negara Timur Tengah
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	Memang JCPOA mengharuskan Iran membatasi program 
nuklirnya dengan imbalan Iran bisa mengekspor minyaknya ke pasar 
global. Namun, karena AS mengancam akan menjatuhkan sanksi pada 
negara atau perusahaan manapun yang masih berbisnis minyak Iran, 
penanda tangan JCPOA lain kesulitan untuk membantu Iran. Kita masih 
perlu menunggu dua bulan lagi sesuai jangka waktu yang diberikan 
Iran kepada penanda tangan JCPOA lain untuk berbuat sesuatu agar 
Iran bisa mengekspor minyaknya, kalau tidak Iran akan meningkatkan 
pengayaan uranium hingga 90% yang memungkinkannya membuat 
bom nuklir. Ini akan meningkatkan potensi perang Poros Perlawanan 
melawan Poros Kontrarevolusi. 

	Iran dan Saudi juga berkonflik di Lebanon. Iran mendukung 
Hezbollah yang punya wakil di parlemen dan Saudi mendukung faksi 
Sunni pimpinan PM Saad al-Hariri. Tahun lalu, Saudi menyandera Hariri 
ketika mengunjungi Riyadh untuk memaksanya mendepak Hezbollah 
dari pemerintahan. Sayang, manuver Saudi itu gagal. Adapun Irak tidak 
luput dari campur tangan Saudi dan Iran. Iran mendukung organisasi 
payung Hashid al-Shaabi, tempat milisi Syiah berkumpul, sementara 
Saudi mendukung faksi Syiah pimpinan ulama muda Muqtada al-Sadr 
yang memimpin Tentara Mahdi untuk menggembosi pengaruh Iran. 
Irak juga terbelah antara cengkraman Iran dan AS yang punya pasukan 
sekitar 5.000 personel. Usaha Iran membujuk Irak agar mengusir 
tentara AS sejauh ini tidak berhasil karena Irak masih membutuhkan 
dukungan AS dalam upayanya memerangi sisa-sisa ISIS, gerakan 
separatis Kurdi di Irak Utara, dan bantuan ekonomi AS. 

	Sementara itu, dalam konflik Israel-Palestina negara-negara 
Arab tidak lagi memberi prioritas pada isu Palestina. Ini konsekuensi 
dari perubahan persepsi Arab terhadap ancaman. Ancaman Iran 
kini dipandang lebih urgen ketimbang Israel. Malah, dalam rangka 
menghadapi Iran, negara-negara Arab Teluk makin mendekatkan diri 
dengan Israel. Sebaliknya, Palestina terabaikan. Poros Pro-Perubahan 
dan Poros Perlawanan mendukung Hammas dan Jihad Islami di Jalur 
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Gaza. Sedangkan Otoritas Palestina pimpinan Presiden Mahmoud 
Abbas yang berbasis di Tepi Barat ditinggal sendirian. 

	Palestina kian lemah setelah AS mengakui Yerusalem sebagai 
ibu kota Israel dan memindahkan Kedubesnya ke sana, menghentikan 
bantuan kepada pengungsi Palestina, dan tidak lagi mengakui sekitar 
5 juta pengungsi yang terserak di Jalur Gaza, Tepi Barat, Yordania, 
Suriah, dan Lebanon, kecuali beberapa ratus ribu saja. Ini untuk 
meloloskan apa yang disebut sebagai “Kesepakatan Abad Ini”. Memang 
selama ini isu Yerusalem dan pengungsi Palestina menjadi rintangan 
bagi terwujudnya perdamaian Israel-Palestina. 

Konsep “Kesepakatan Abad Ini” yang digodok AS adalah rencana 
perdamaian Israel-Palestina di mana Palestina kehilangan Yerusalem 
Timur yang dicita-citakan menjadi ibu kota Palestina merdeka kelak, 
hilangnya hak pulang pengungsi Palestina ke kampung halaman 
mereka di Israel, dan wilayah Palestina yang tidak lagi berdasarkan 
perbatasan 1967. Palestina pun tidak berdaulat penuh, kecuali 
otonomi luas di Gaza dan sebagian Tepi Barat. Sejauh ini Palestina 
menolak konsep kesepakatan ini. Namun, Poros Kontra-Revolusi 
mendukungnya. AS akan segera meluncurkan rencana perdamaian 
ini pasca pemilu Israel pada 17 September mendatang. Diduga, Timur 
Tengah kembali membara saat AS meluncurkan rencana perdamaian 
yang melanggar seluruh resolusi DK PBB ini dan memupus mimpi 
Palestina mendirikan negara merdeka yang berdaulat penuh kelak. 

	Sebagai penutup, dalam konflik di Libya, Poros Kontrarevolusi 
mendukung pemerintahan di Libya timur yang berkedudukan di 
Tobruk pimpinan Jenderal Khalifah Haftar, sementara Poros Pro-
Perubahan mendukung kubu Pemerintahan Persetujuan Nasional 
(GNA) dukungan PBB yang berkedudukan di ibu kota Tripoli, Libya 
barat. GNA didukung milisi-milisi Islam, di antaranya Ikhwanul 
Muslimin. Upaya Prancis, Italia, maupun PBB untuk mendamaikan 
pihak-pihak bertikai sampai sekarang belum membuahkan hasil. 

Prolog: Proxy War dan Kontestasi Negara-negara Timur Tengah





237

Epilog

Analisis Faktor-faktor Pendorong
Terjadinya Proxy War di Timur Tengah

 M. Muttaqien

Gelombang demokratisasi yang terjadi di Timur Tengah yang 
diawali di Tunisia tahun 2011 kemudian bergeser ke Libya, Mesir, 
Maroko, Aljazair, Lebanon, Kuwait, Bahrain, dan krisis yang berlarut-
larut akibat tuntutan perubahan rezim yang terjadi di Suriah dan 
Yaman yang terus berlangsung sampai dengan saat ini menyisakan 
persoalan yang rumit untuk diselesaikan. Krisis yang terjadi 
merupakan akumulasi dari persoalan domestik, regional dan global. 
Persoalan domestik menyangkut relasi elite dan massa yang dibangun 
dari suatu sistem yang jauh dari nilai-nilai demokrasi. Keinginan 
dari elit penguasa yang ingin bertahan dan tuntutan perubahan dari 
kekuatan-kekuatan oposisi yang selama ini dikekang kebebasannya 
memunculkan kekerasan yang tidak berkesudahan. Dalam tataran 
regional, muncul kekuatan-kekuatan yang saling bersaing untuk 
berebut pengaruh di antara para pihak yang sedang bertikai, dan 
di tingkat global tidak dapat dipungkiri kawasan ini tidak dapat 
dipisahkan dari keterlibatan kekuatan-kekuatan besar dunia sejak era 
Perang Dingin sampai dengan pasca Perang Dingin. Itulah sebabnya 
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perlu dibahas mengapa kawasan Timur Tengah selalu menjadi arena 
proxy war dari kekuatan-kekuatan besar dunia. 

Di antara tipe-tipe perang dikenal adanya civil war (perang 
sipil) yaitu perang yang melibatkan faksi-faksi yang bertikai dalam satu 
negara. Para pihak yang bertikai berusaha membentuk atau mencegah 
terbentuknya pemerintahan baru baik untuk keseluruhan wilayah 
negara itu atau beberapa bagian dari wilayah negara tersebut. Tujuan 
dari faksi-faksi yang bertikai dapat berupa keinginan mengganti 
seluruh sistem pemerintahan yang ada, atau hanya mengganti 
orang-orang yang menduduki jabatan pemerintahan saat ini, atau 
memisahkan diri dari negara induk untuk membentuk negara baru. 
Perang sipil yang sangat dikenal dalam sejarah modern contohnya 
adalah Perang Sipil Amerika Serikat tahun 1860-an, perang pemisahan 
Eritrea dari Ethiopia, dan Perang Sipil di El Salvador.1

Kawasan Timur Tengah juga menjadi ajang terjadinya 
beberapa perang sipil. Sejak The Arab Spring tahun 2011 setidaknya 
terjadi beberapa perang sipil, di antarnya perang sipil di Libya antara 
kubu Presiden Moammar Khaddafi dengan kekuatan oposisi yang 
tergabung dalam Transitional National Council (TNC), perang sipil 
di Suriah antara kubu Presiden Bashar al-Assad dengan kelompok-
kelompok oposisi, perang sipil di Yaman antara pendukung Presiden 
Mansour Hadi berhadapan dengan kelompok Houti yang berkoalisi 
dengan mantan Presiden Abdullah Shaleh, dan dua perang sipil yang 
memang sudah terjadi sejak sebelum meletusnya “The Arab Spring” 
yaitu perang sipil di Sudan antara Sudan Utara dan Sudan Selatan 
dan perang sipil di wilayah Kurdistan, terutama antara militer Turki 
dengan Partai Pekerja Kurdi. 

Perang-perang sipil di era modern yang terjadi di negara dunia 
ketiga terutama setelah Perang Dunia II, memicu keterlibatan aktor 
luar yang mendukung salah satu pihak. Pada masa Perang Dingin, 
aktor-aktor luar yang terlibat dalam perang memberikan bantuan 

1		 J. S. Goldstein, 2006, International Relation. 7th Edition, New York: Pearson Longman: 201. 
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persenjataan, bantuan pelatihan dan akses informasi kepada pihak-
pihak yang bertikai. Aktor utamanya adalah Amerika Serikat dan Uni 
Soviet seperti yang terjadi di Perang Sipil di Nicaragua (1979-1990), 
Perang Afghanistan (1979-1989), dan Perang Vietnam (1957-1975). 
Model keterlibatan aktor luar dalam perang sipil semacam ini dikenal 
dengan istilah proxy war.2

Argumentasi yang dibangun dalam tulisan ini adalah ketika 
sebuah negara memiliki limpahan sumber daya atau memiliki posisi 
yang strategis kendatipun miskin sumber daya, namun negara tersebut 
lemah secara politik dan militer; maka ketika terjadi konflik sangat 
potensial menjadi proxy war diantara kekuatan-kekuatan besar yang 
ada di sekitarnya. Kawasan Timur Tengah adalah contoh wilayah yang 
menjadi ajang proxy war. Kekayaan alam berupa minyak di satu sisi 
dan posisi geografik yang sangat strategis disisi yang lain membuat 
konflik yang bersifat domestik atau dikenal dengan istilah civil war 
dapat memicu keterlibatan kekuatan-kekuatan dari luar sehingga 
terjadi proxy war dalam konflik tersebut. Alasan lebih mendalam 
mengapa kawasan Timur Tengah selalu menjadi arena proxy war 
dianalisis sebagai diuraikan di bawah ini. 

Salah satu faktor yang memicu munculnya proxy war di 
antara negara-negara di Timur Tengah adalah dominasi nasionalisme 
quamiyya atas wathaniyya. Drysdale (1985) menyebutkan bahwa 
di Timur Tengah terutama di negara-negara Arab berkembang dua 
model nasionalisme yaitu nasionalisme qaumiyya dan wathaniyya. 
Nasionalisme qaumiyya merujuk pada suatu paham kebangsaan yang 
menekankan kesamaan sebagai bangsa, dengan bahasa yang sama, 
dan ikatan sejarah yang sama. Secara umum mayoritas bangsa yang 
mendiami Timur Tengah adalah bangsa Arab yang memiliki kesamaan 
bahasa yaitu Bahasa Arab, dan pengalaman sejarah yang mereka 
lalui relatif sama terutama sejak kedatangan Islam, perkembangan 

2		 Ibid.: 46. 

Epilog: Analisis Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Proxy War di Timur Tengah 



240

peradaban dan kekuasaan Islam di wilayah ini, bahkan sampai dengan 
era penjajahan oleh bangsa Eropa. 

Lawan dari nasionalisme qaumiyya adalah nasionalisme 
wathaniyya, yaitu paham kebangsaan yang didasarkan pada 
satu kesatuan wilayah politik yang diikat dengan kesamaan 
kewarganegaraan sebagai satu negara. Untuk mengembangkan model 
nasionalisme wathaniyya yang menjadi tantangan negara-negara Arab 
adalah menemukan apa yang dapat dibanggakan oleh masing-masing 
negara sebagai sebuah negara. Sejauh ini kebanggaan sebagai sebuah 
negara dibangun dengan melihat sejarah masa lampau, sementara di 
Timur Tengah khususnya di antara negara-negara Arab terbentuknya 
kesatuan politik yang bernama negara di kawasan ini relatif baru. Yang 
lebih dominan sejarah masa lalu negara-negara tersebut adalah sejarah 
panjang peradaban Islam yang berlangsung berabad-abad yang itu 
sudah membentuk ikatan tersendiri di antara mereka. Dengan kata lain, 
nasionalisme qaumiyya lebih dominan dibandingkan nasionalisme 
wathaniyya. Akibat yang muncul dari kuatnya nasionalisme qaumiyya 
adalah saling intervensi antarnegara Arab, terutama negara yang lebih 
kuat terhadap negara yang lemah, baik karena persaingan antar negara 
Arab maupun antara negara-negara Arab dengan negara-negara non-
Arab. Pada titik ini ketika terjadi konflik diantara negara-negara Timur 
Tengah potensi munculnya proxy war sangat besar. 

Di antara konflik di Timur Tengah yang sudah sangat jelas 
menjadi proxy war di antara kekuatan-kekuatan regional dan 
global adalah Konflik Arab-Israel. Sejak awal munculnya konflik ini, 
keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni 
Soviet ketika itu terlihat nyata. Perang Arab-Israel tahun 1948, 1954, 
1967, dan 1973 tidak lepas dari persaingan di antara dua negara 
superpower tersebut. Bahkan pada Perang 1973 kejengkelan negara-
negara Arab atas dukungan AS kepada Israel mendorong Arab Saudi 
dan negara-negara Teluk lainnya menginisiasi embargo minyak 
atas AS dan negara-negara lain yang mendukung Israel. Persoalan 

M. Muttaqien



241

Konflik Arab Israel telah menjadi “all Arabic core concern”, bahkan 
terbentuknya Liga Arab pun juga dipicu oleh konflik ini. Hampir 
negara-negara Arab utama seperti Arab Saudi, Suriah, Irak, Kuwait 
dan bahkan negara non-Arab yaitu Iran memiliki jaringan dengan 
kelompok-kelompok perlawanan Palestina. Ketika PLO dan Israel telah 
menandatangani perjanjian damai bulan September 1993 dan muncul 
rivalitas domestik Palestina antara Fatah dan Hamas, campur tangan 
aktor-aktor eksternal untuk mendukung salah satu pihak juga muncul, 
yaitu Fatah didukung Arab Saudi dan Hamas didukung Qatar, Suriah, 
dan dua negara non-Arab (Turki dan Iran).3 Hal di atas menandakan 
adanya pengaruh nasionalisme qaumiyya atas wathaniyya yang 
diwujudkan dengan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi 
di Palestina. 

Faktor lain yang memicu terjadinya proxy war adalah konflik 
identitas. Hampir semua konflik di dunia ketika menyangkut hal-hal 
yang bersifat materi atau tangible sangat mudah untuk diselesaikan. 
Pada kenyataannya penyebab konflik tidak hanya hal-hal yang 
bersifat fisik atau materi, namun juga hal-hal yang bersifat intangible. 
Untuk model konflik yang terakhir ini dalam sejarahnya sulit untuk 
diselesaikan, seperti konflik yang disebabkan kebencian etnis, identitas, 
agama, dan ideologi. Diperlukan upaya lebih untuk menyelesaikan 
jenis konflik semacam ini. Ketika terjadi perang saudara yang dipicu 
oleh perbedaan-perbedaan yang bersifat intangible, maka konflik 
semacam ini akan mendorong keterlibatan aktor-aktor dari luar yang 
memiliki kesamaan etnis, identitas, agama atau ideologi. Aktor-aktor 
eksternal ini akan mendukung salah satu pihak, sehingga terjadilah 
proxy war. 

Terjadinya proxy war karena konflik identitas dapat dijelaskan 
dalam kasus demokratisasi di Timur Tengah pada 2011 yang melanda 

3		 Setelah terjadi “The Arab Spring,“ dukungan Suriah atas Hamas mengendur karena Hamas 
berada dalam posisi yang sulit saat Suriah dibawah Bashar al-Assad menindas kelompok-
kelompok oposisi di Suriah yang notebene mereka ini dari kelompok Sunni yang sama 
dengan Hamas. Akibatnya markas Hamas di luar negeri berpindah dari Damaskus ke Qatar. 
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Semenanjung Arab. Salah satu yang merasakan goncangan cukup kuat 
dari arus revolusi ini adalah Bahrain. Negara monarki ini dipimpin oleh 
penguasa Sunni yaitu Dinasti Al-Khalifa di tengah-tengah masyarakat 
Bahrain yang mayoritas Syiah. Kelompok Syiah di negara ini menuntut 
diakhirinya pemerintahan monarki dan digantikan dengan sistem 
demokrasi yang memungkinkan komunitas Syiah mendapatkan akses 
yang lebih besar atas kekuasaan. Pemerintah Iran yang memang 
identik dengan Syiah berada pada posisi mendukung kelompok oposisi 
yang menentang Dinasti Al-Khalifa. Pemerintah Bahrain menyoroti 
pemberitaan dari media-media Syiah seperti Al-Manar stasiun TV 
milik Hezbollah di Lebanon dan Al-Alam stasiun TV berbahasa Arab 
milik Iran yang dinilai menghasut Syiah di Bahrain untuk melawan 
monarki.4

Sementara itu, Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya 
berusaha mempertahankan dominasi kekuasaan Sunni di Bahrain. 
Dengan kata lain, konflik sektarian Sunni-Syiah di Bahrain memicu 
campur tangan Saudi-Iran melalui proxy di negara tersebut.5 Sampai 
pada akhirnya, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) di bawah 
bendera Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) 
mengirimkan 2000 pasukan yang terdiri dari 1200 dari Arab Saudi 
dan 800 dari UEA untuk menertibkan aksi protes dan demonstrasi 
yang jumlahnya sudah puluhan ribu di kota Manama.6 Pemerintah 
Bahrain dinilai sudah tidak mampu menghadapi keadaan dan aksi 
demonstrasi sudah mengarah kepada upaya mengganti kekuasaan 
monarki di negara tersebut. Konflik sektarian di Bahrain berhasil 
diredam sehingga tidak sampai terjadi perang sipil. 

4		 Martin Chulov, “Saudi Arabian Troops Enter Bahrain As Regime Asks For Help To Quell 
Uprising,” The Guardian, March 14, 2011, https://www. theguar-dian. com/world/2011/
mar/14/sau-di-arabian-troops-enter-Bhrain, diakses pada 17 Maret 2017. 

5		 Simon Mabon, “The Battle for Bahrain: Iranian-Saudi Rivalry”, Middle East Policy, 2012, Vol. 
29, No. 2, (Summer). 

6		 Ethan Bronner and Michael Slackman, “Saudi Troops Enter Bahrain to Help Put Down 
Unrest,” New York Times. March 14, 2011, http://www. nytimes. com/2011/03/15/world/
mid-dleeast/15Bahrain. html, diakses pada 24 April 2019. 
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Di tempat yang lain, hal yang berbeda terjadi yaitu krisis di 
Yaman. Saat itu kelompok Syiah Houthi melakukan pemberontakan 
bersenjata ketika Presiden Mansour Hadi berkunjung ke Arab Saudi 
tahun 2015. Koalisi antara Syiah Houthi dan pendukung mantan 
Presiden Abdullah Shaleh yang digulingkan rakyat Yaman pada saat 
gelombang “The Arab Spring” tahun 2011 mengkhawatirkan Saudi. 
Penyebabnya adalah Syiah Houthi didukung oleh Iran. Pergerakan 
pemberontakan Houthi yang terus meluas di wilayah Yaman sampai 
menguasai ibukota negara, San’a, mendorong Arab Saudi melakukan 
intervensi dengan mengirimkan pasukan dan melakukan serangan-
serangan udara ke posisi-posisi Houthi. Hal ini dilakukan untuk 
mempertahankan Presiden Mansour Hadi yang Sunni dan mencegah 
Houthi yang didukung Iran mengambil alih kekuasaan. Proxy war Iran-
Saudi di Yaman terus berlangsung sampai dengan saat ini. Persaingan 
di antara kedua negara tersebut tidak lepas latar belakang identitas 
yang berbeda diantara keduanya yaitu Sunni dan Syiah yang kalau 
dilihat dari demografi penduduk Yaman perbandingan jumlah Syiah 
dan Sunni hampir seimbang dengan posisi Sunni lebih banyak. 

Tidak hanya di Bahrain dan Yaman, proxy war di antara dua 
negara ini, yakni Arab Saudi dan Iran, yang juga terlibat dalam perang 
sipil di Suriah. Gelombang “the Arab Spring” yang merembes ke Suriah 
pada awalnya berupa protes dan demonstrasi jalanan menuntut 
Presiden Bashar al-Assad mendemokratiskan sistem pemerintahan 
di Suriah. Namun, Presiden Bashar al-Assad merespon demonstrasi-
demonstrasi tersebut dengan tindakan-tindakan represif. Akibatnya, 
tuntutan publik tidak lagi sebatas perubahan sistem politik yang lebih 
demokratis, namun sampai pada tuntutan Bashar Al-Assad turun 
dari kekuasaan, sehingga meletuslah perang sipil antara kekuatan-
kekuatan oposisi melawan Bashar al-Assad. Presiden Bashar al-Assad 
yang berasal dari minoritas Alawi, salah satu sekte dalam Syiah, yang 
berjumlah sekitar 11 persen dari total penduduk Suriah berhadapan 
dengan oposisi-oposisi dari kalangan Sunni, yang merupakan sekitar 
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70 persen penduduk Suriah. Dalam hal ini, posisi Iran dan juga Rusia 
berada di belakang Presiden Bashar al-Assad, dan sebaliknya posisi 
Arab Saudi dan negara-negara Sunni lainnya seperti Turki dan Qatar 
serta Amerika Serikat sebagai penyokong kelompok oposisi (Al-Jazeera, 
2016). Tiga contoh kasus di Bahrain, Yaman dan Suriah menunjukkan 
bahwa perang sipil yang bersinggungan dengan identitas yang bersifat 
cross-border dapat menjadi pemicu munculnya proxy war di antara 
kekuatan-kekuatan dominan di sekitar wilayah konflik. 

Faktor lain yang menjadi pemicu terjadinya proxy war di Timur 
Tengah adalah posisi geografik negara yang dilanda konflik. Kembali ke 
contoh kasus sebelumnya yaitu krisis di Bahrain dan perang saudara 
di Yaman, baik Arab Saudi maupun Iran memandang posisi geografik 
dua negara tersebut sangat penting. Bahrain dan Yaman terletak di 
Semenanjung Arab, yang bagi Iran adalah posisi yang sangat strategis, 
karena berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan Arab 
Saudi rival utama Iran di Timur Tengah. Terlebih Yaman, bagi Iran 
keberadaan negara ini menjadi penting sebagai gerbang masuk ke Laut 
Merah atau keluar menuju Laut Arab. Garis pantai yang memanjang di 
jalur tersebut memiliki arti yang sangat strategis. Di satu sisi Iran ingin 
menanamkan pengaruh di kawasan tersebut, di sisi lain, Arab Saudi 
berusaha mencegahnya. 

Demikian juga bagi Arab Saudi, posisi kedua negara tersebut 
juga dipandang sangat strategis. Oleh karena itu, keduanya jangan 
sampai jatuh ke tangan pengaruh negara rivalnya yaitu Iran. Bahrain 
yang mayoritas penduduknya Syiah, sejak revolusi Islam Iran di bawah 
Ayatullah Khomeini tahun 1979 menjadi pintu masuk penyebaran 
ide revolusi di Jazirah Arab umumnya dan Arab Saudi khususnya. 
Sementara itu, posisi Yaman juga sangat strategis bagi Saudi terkait 
konsentrasi penduduk Arab Saudi penganut Syiah, sekalipun kecil 
persentasenya di wilayah barat laut negara itu berbatasan dengan 
Yaman. Secara umum penganut Syiah di Saudi dibatasi aksesnya 
untuk menduduki jabatan-jabatan politik strategis dan demikian 
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juga dengan akses ekonomi.7 “The Arab Spring“ mendorong mereka 
untuk menuntut hak-hak yang lebih luas. Ketika Yaman masuk dalam 
pengaruh Iran, Arab Saudi khawatir penyebaran ideologi Syiah akan 
semakin meluas yang pintu masuknya melalui kawasan barat laut 
negara tersebut. Sama halnya dengan Iran, dengan bentang pantai di 
sepanjang jalur keluar dari Laut Merah ke Laut Arab, jatuhnya Yaman 
dalam pengaruh Iran akan menjadi ancaman tersendiri bagi Saudi 
terutama dalam hal lalu-lintas kapal pengangkut minyak yang ada di 
sisi Laut Merah dan di kawasan Laut Arab. Wilayah sekitar Laut Arab 
adalah strategis, terutama untuk lalu lintas ekspor minyak Saudi ke 
kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. 

Dalam kasus perang sipil di Suriah, yang menempatkan posisi 
Rusia sebagai pendukung utama rezim Bashar al-Assad dan Amerika 
Serikat sebagai kekuatan yang kontra terhadapnya, juga terlihat 
pertimbangan geopolitik kedua negara besar tersebut. Rusia berusaha 
mempertahankan sekutu dekatnya di Timur Tengah, yaitu Suriah 
di bawah Al-Assad, karena negara ini memiliki pangkalan militer 
di Latakia yang berada di wilayah Suriah. Keberadaan pangkalan 
ini sangat strategis untuk mengontrol Laut Tengah. Selain itu, Rusia 
juga berkepentingan menjaga pembangunan jalur pipa minyak yang 
membentang dari Iran, Irak dan Suriah, untuk kemudian diekspor 
ke kawasan Eropa. Sementara itu, kepentingan geopolitik AS ingin 
melihat jatuhnya rezim Al-Assad jatuh yang Syiah, lalu digantikan 
rezim Sunni, sehingga akan memuluskan pembangunan pipa minyak 
yang di-back up AS, dengan rute Qatar, Arab Saudi-Yordania-Suriah-
Turki, lalu, untuk selanjutnya masuk ke Eropa. Proyek yang sementara 
ini berjalan adalah jalur pipa yang didukung Rusia yang rutenya secara 
umum melewati negara-negara di bawah kendali penguasa Syiah 
(Antara, 2016). Potensi jatuhnya rezim Bashar al-Assad lebih besar 

7		 John R. Bradley, Saudi Arabia Exposed Inside a Kingdom in Crisis. New York: Palgrave 
Macmillan, 2005:77. 
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mengingat kelompok Alawi adalah minoritas dibandingkan dengan 
Irak dan Iran yang mayoritas Syiah. 

Hal lain yang memicu keterlibatan aktor-aktor eksternal ketika 
terjadi konflik di Timur Tengah adalah keberadaan sumber daya alam 
terutama minyak. Seperti dijelaskan di bagian-bagian sebelumnya, 
maneuver Saudi-Iran di Yaman ataupun keterlibatan AS dan sekutu-
sekutunya di Timur Tengah dan Rusia bersama-sama dengan Iran 
di Suriah, tidak lepas dari upaya untuk mempertahankan akses atas 
sumber daya alam minyak di kawasan Timur Tengah. Potensi minyak 
di Timur Tengah sangat besar. Enam negara yang tergabung dalam 
Dewan Kerjasama Teluk, yang terdiri dari Saudi Arabia, Kuwait, UEA, 
Qatar, Oman, dan Bahrain, memiliki sumber daya minyak yang jika 
digabung mencapai 45,5 persen dari cadangan minyak dunia. Apabila 
ditambahkan Irak dan Iran, lebih banyak lagi, mencapai 64,7 persen 
cadangan minyak dunia.8

	Tentu banyak pihak yang berkepentingan dengan sumber 
daya alam ini. Sebagai konsekuensinya, ketika terjadi pergolakan 
di kawasan tersebut banyak pihak yang berkepentingan untuk 
ikut terlibat, agar tidak dirugikan ketika terjadi pergolakan, atau 
berusaha mendapatkan keuntungan dari pergolakan itu sendiri. 
Kendatipun Yaman dan Suriah bukan penghasil utama minyak, 
namun dua negara tersebut memiliki posisi yang sangat strategis 
untuk mengamankan jalur-jalur perdagangan minyak. Persaingan 
dalam rangka mengamankan pasokan energi di negara-negara yang 
sedang membangun industrinya menjadi faktor pemicu keterlibatan 
negara luar dalam dinamika konflik di Timur Tengah. Sebagai contoh, 
Jepang, pada waktu terjadi Perang Teluk, untuk mengusir Irak dari 
Kuwait awal tahun 1990-an, tidak terlibat secara langsung dalam 
pasukan multinasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Negara 
ini hanya memberikan bantuan kemanusiaan. Akibatnya Jepang tidak 

8		 S. Peters, “Coercive Western Energy Security Strategies: “Resource Wars” as a New Threat to 
Global Security”, Geopolitics, 2004, Vol. 9 No. 1. 
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mendapatkan perhatian lebih dari negara-negara di kawasan Teluk, 
khususnya Kuwait, pasca-pembebasannya dari Irak. Tidak ada ucapan 
terima kasih dari Emir Kuwait terhadap Jepang, dan juga Jepang tidak 
menjadi prioritas dalam ekspor minyak Kuwait.9 Ini memberikan 
pengalaman buruk bagi Jepang, sehingga ketika terjadi Perang Teluk 
2003 untuk menurunkan Saddam Hussein dari kekuasaannya, Jepang 
ikut melibatkan SDF (Self Defence Forces) untuk mengurusi urusan-
urusan rekonstruksi Irak pasca Perang (Hiwatari, 2005:51). 

Jadi, proxy war terjadi di negara-negara dunia ketiga yang secara 
politik masyarakatnya tersegregasi sedemikian rupa sehingga terjadi 
konflik di antara mereka. Di hampir semua negara yang mengalami 
proxy war di Timur Tengah terjadi di wilayah yang masyarakatnya 
terpecah atas dasar identitas dan kesukuan dan diawali dengan 
munculnya gerakan massa yang menuntut hak atas apa yang seharusnya 
mereka dapatkan. Jalinan kepentingan politik, ekonomi, geostrategi 
dan perluasan pengaruh dari berbagai aktor baik di regional kawasan 
maupun di luar kawasan menjadikan konflik itu tidak hanya bersifat 
domestik, namun sudah bersifat lintas batas negara. Dengan kata 
lain, konflik yang terjadi di Suriah dan Yaman sampai dengan saat ini 
tidak dapat disederhanakan sebagai konflik domestik dan persaingan 
antara Sunni dan Syiah saja. Namun, yang jelas, konflik tersebut sudah 
menjadi tragedi kemanusiaan saat ratusan ribu jiwa meninggal akibat 
konflik dan jutaan lainnya menjadi pengungsi. Akibat kondisi semacam 
ini, masyarakat internasional menjadi harus bertanggung jawab untuk 
membantu mengakhiri konflik tersebut. 

9		 P. Midford, “Japan’s Response to Terror: Dispatching the SDF to the Arabian Sea,” Asian 
Survey, 2003, Vol. 42, No. 2, March/April: 329-351. 
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